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BUPATI SITUBONDO  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR 3  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10) ; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam 

Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 459); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
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25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri 

E); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan 

Pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-

2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2017 Nomor 1 Seri D); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 

Nomor 5 Seri D); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo tahun 

2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 6); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 11); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 

2013 Nomor 10); 

33. Peraturan   Daerah  Kabupaten Situbondo Nomor 13 

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 

Nomor 13); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

SITUBONDO 

dan 

BUPATI SITUBONDO 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021-2026. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten 

Situbondo. 

5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu 

Bupati Situbondo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Situbondo dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Presiden yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara 

dan Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan dan 

menyejahterakan masyarakat. 

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua 

Daerah. 

8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan 

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah 

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 
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9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 

memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang 

selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Situbondo. 

11. Pembangunan Daerah adalah usaha sistematik untuk 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk 

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyrakat, 

kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing 

daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya. 

12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu 

proses untuk menentukan kebijakan masa depan, 

melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka 

waktu tertentu di Daerah. 

13. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah 

adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan 

serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk 

memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, 

dan efektif. 

14. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah 

pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk 

mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, 

dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Situbondo untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 

yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan 

Jangka Panjang Kabupaten Situbondo. 

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan 

daerah Kabupaten Situbondo untuk periode 5 (lima) 

tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan 
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Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada 

RPJPD Kabupaten Situbondo dan memperhatikan RPJM 

Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional. 

17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat Renstra PD adalah dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo untuk Periode 

5 (lima) tahun. 

19. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah 

dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten 

Situbondo untuk Periode 1 (satu) tahun. 

20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang 

selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen 

perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 

(dua puluh) tahun. 

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen 

perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 

(lima) tahunan. 

22. Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. 

26. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan 

keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber 

dana yang digunakan dalam pembangunan, 

optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan 
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kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan 

misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. 

27. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan 

antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini 

dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa 

yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil 

saat perencanaan dibuat. 

28. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan Daerah karena dampaknya yang 

signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ 

panjang, dan menentukan pencapaian tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang 

akan datang. 

29. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

30. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

31. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

32. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 

Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari 

pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

33. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk menunjukkan visi dan misi. 

34. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ 

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap 

sebagai penjabaran strategi. 

35. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 

penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan 

secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 

36. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. 

37. Program Pembangunan Daerah adalah program 

strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk 

mencapai sasaran RPJMD. 
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38. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian 

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu 

program. 

39. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak           

dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan 

penggunaan sumber daya pembangunan. 

40. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai 

alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program 

atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran 

(output), hasil (outcome), dampak (impact). 

41. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber 

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 

42. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

43. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah 

berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari 

pencapaian hasil (outcome) beberapa program. 

44. Musyawarah perencanaan pembangunan yang 

selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar 

pemangku kepentingan dalam rangka menyusun 

rencana pembangunan Daerah. 

45. Forum Perangkat Daerah merupakan forum 

sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah 

untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

46. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya 

disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang 

yang merupakan penjabaran strategi dan arahan 

kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan 

pola pemanfaatan ruang wilayah. 

47. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah 

perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah 

lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan 

pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 
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48. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya 

disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang 

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan 

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi 

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau 

kebijakan, rencana, dan/atau program. 

49. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem 

yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 

mengolah data pembangunan Daerah. 

50. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan 

terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, 

sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan 

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta 

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu 

hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 

 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 

merupakan  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan program  

Bupati dan Wakil Bupati  yang  memuat  tujuan,  

sasaran, strategi,  arah  kebijakan,  pembangunan  

Daerah  dan keuangan  Daerah,  serta  program  

Perangkat  Daerah  dan lintas  Perangkat  Daerah  

yang  disertai  dengan  kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun  yang  

disusun  dengan  berpedoman  pada  RPJPD, RTRW 

dan RPJMN. 

 

Pasal 3 

RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Strategis PD, RKPD, Rencana 

Kerja PD, dan Perencanaan Penganggaran.  

 

Pasal 4 

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan 

pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu 

antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi 

dan daerah. 



 

 

12 
 

 

BAB III 

SISTEMATIKA 

 

Pasal 5 

  (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 

2021-2026 disusun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

1.4 Maksud dan Tujuan 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

2.1    Aspek Geografi dan Demografi 

2.2    Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

2.3    Aspek Pelayanan Umum 

2.4    Aspek daya Saing Daerah 

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

3.1     Kinerja Keuangan Masa lalu 

3.2   Kebijakan Pengelolaan Keuangan 

Masa lalu 

3.3     Kerangka Pendanaan 

3.4     Kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Situbondo kepada Badan Usaha 

Milik Daerah 

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU 

STRATEGIS DAERAH 

4.1    Permasalahan Pembangunan 

4.2    Isu Strategis 

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

5.1    Visi 

5.2    Misi 

5.3    Tujuan dan Sasaran 

BAB VI 

 

: 

 

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

6.1    Strategi Pembangunan  

6.2    Arah Kebijakan 

6.3    Program Pembangunan Daerah 

BAB VII 

 

: 

 

KERANGKA PENDANAAN 

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 

BAB VIII 

 

: 

 

KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH 

BAB IX : PENUTUP 

  (2) Rincian RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-

2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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  BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 6 

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi 

RPJMD. 

(2) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan 

evaluasi perumusan kebijakan perencanaan 

pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati. 

(3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi 

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan 

jangka menengah Daerah lingkup Daerah kepada 

Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi. 

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

meliputi pengendalian terhadap: 

a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 

b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

evaluasi terhadap: 

a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 

b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan 

c. Hasil rencana pembangunan daerah. 

 

Pasal 7 

BAPPEDA dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

mengacu pada ketentuan perundangan-undangan. 

 

 

BAB V 

PERUBAHAN RPJMD 

 

Pasal 8 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil  pengendalian  dan  evaluasi  menunjukkan  

bahwa proses  perumusan  tidak  sesuai  dengan  

tahapan  dan tata  cara  penyusunan  rencana  

pembangunan  Daerah yang diatur dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

b. hasil  pengendalian  dan  evaluasi  menunjukan  

bahwa substansi  yang  dirumuskan,  tidak  sesuai  

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar. 
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(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, 

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 

gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau 

perubahan kebijakan Nasional. 

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan 

Renstra Perangkat Daerah. 

 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. 

   

 

Ditetapkan di Situbondo  

                 pada tanggal 25 Agustus 2021 

BUPATI SITUBONDO, 

 

                            ttd. 

 

KARNA SUSWANDI 

 

Diundangkan di Situbondo  

pada tanggal 25 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

 

          ttd. 

 

SYAIFULLAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2O21 NOMOR 3 

   

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA 

TIMUR: 138-3/2021 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 

Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 

 


